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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi realisai anggaran belum mencapai target anggaran 

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. 

Selain itu terjadinya perubahan kepemimpinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 

2019 memungkinkan adanya inovasi – inovasi yang menyebabkan terjadinya perubahan 

sistem dan pengorganisasian anggaran daerah untuk menigkatkan tata kelola anggaran, 

sehingga perlu diketahui bagaimana kinerja pengelolaan anggaran pada dinas tersebut. Jenis 

penelititan ini adalah penelitian statistik deskriptif dengan metode penelitian campuran. Jenis 

data yang digunakan adalah data primer dan dara skunder, sedangkan teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan 

teori rasio pengukuran kinerja menurut Mahmudi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kinerja pengelolaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2019 pada analisis keserasian belanja terjadinya 

ketidakserasian belanja operasi, belanja modal, dan belanja langsung dan tidak langsung 

terhadap total bepanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera. Pada analisis pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan positif 

dengan rata – rata 0,15% pertumbuhan ini dipengarui oleh kebijakan yang berlaku pada 

tahun anggaran yang bersangkutan dan persentase efisiesnsi belanja 91,65% yang berarti 

dinas telah melakukan efisiensi meskipun masuk pada kategori kurang efisien. Peneliti 

menyarankan agar DPPPA Sumsel meningkatkan alokasi belanja kegiatan agar mencapai 

keserasian belanja, meningkatkan koordinasi antar pihak yang terlibat langsung dalam setiap 

kegiatan, dan menekankan komitmen pada pejabat pengguna anggaran agar meningkatkan 

kualitas dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. 

Kata Kunci: Anggaran, Kinerja Pengelolaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
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ABSTRACT 

 This research is by the realization of budget that has not reached the budget target at 

Women's Empowerment and Child Protection Office in South Sumatra. Besides that, there 

was a change in leadership in South Sumatra in 2019 that probably there are some inovation 

that can cause the system and organization of local budgets change to improve budget 

governance, so it is necessary to know how the performance of budget management in the 

agency. Type of this research is descriptive statistical research with mixture research 

methods. The types of data that used, in this research are primary data and secondary data, 

and data collection techniques were carried out by documentation and interview methods. 

This research used performance measurement ratios theory by Mahmudi. Results of the 

research shows that the performance of the Women’s Empowerment and Child Protection’s 

Departement in South Sumatra budget managemant 2017 – 2019 in Expenditure 

compatibility analysis on the occurrence of discrepancies in operating expenditures, capital 

expenditures, and direct and indirect expenditure to the total expenditure at the Women’s 

Empowerment and Child Protection Departement in South Sumatera. Spending growth 

analysis has a positive growth with an average of 0.15%. This growth is influenced by 

policies that used in the relevant fiscal year and the percentage of efficiency spending about  

91.65%, which means the office has made efficiency even though it is included in the less 

efficient category. Researchers suggest that the Women’s Empowerment and Child 

Protection Departement in South Sumatera increase the allocation expenditure activities in 

order to achieve shopping harmony, improve coordination between parties who are directly 

involved in each activity, and emphasize commitment to officials budget users in order to 

improve the quality of budget use and budget accountability. 

Keywords: Budget, Management Performance,  Women's Empowerment and Child 

protection Departement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pemberdayaan perempuan memiliki tujuan untuk meningkatkan status 

dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan dengan laki – laki. 

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 

dilandaskan pada pasal 27 Undang – Undang Dasar 1945 dan diperkuat ratifikasi 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW = Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) ke dalam Undang – Undang 

Nomor 7 Tahun 1984 terutama pada bidang : pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, 

kesehatan, dan hukum serta landasan aksi. Deklarasi Beijing hasil konvensi dunia tentang 

perempuan keempat di Beijing pada tahun 1995 yang menekankan pada 12 area kritis untuk 

perempuan yaitu : perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan latihan untuk perempuan, 

perempuan dan kesehatan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, 

perempuan dan pengambilan keputusan mekanisme kelembagaan, hak – hak asasi 

perempuan, perempuan dan media, serta masalah anak perempuan. Maka, untuk 

mempertegas pelaksaaanya di Indonesia terbitlah Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengharuskan untuk melaksanakan 

pengarustamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari 

pembangunan berkelanjutan atau Millenium Development Goals (MDG’s) 2000 yaitu 

mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan sebagai agenda 

lanjutannya yaitu Sustainable Development Goals (SDG’s) yang salah satu tujuannya adalah 

mewujudkan kesetaraan gender.  

Mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak 

perempuan masuk ke dalam tujuan nomor 5 SDG’s, kesetaraan gender ini dapat diwujudkan 
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di Provinsi Sumatera selatan dengan mengakhiri segala bentuk deskriminasi pada 

perempuan, mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, 

memastikan bahwa perempuan memiliki partisipasi dan kesempatan yang sama untuk 

kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta memberikan hak yang sama bagi 

perempuan sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah 

dan bentuk properti lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai 

dengan hukum nasional melalui kegiatan – kegiatan yang diselesnggarakan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. 

Peran perempuan sangat strategis, baik karena perannya yang tak tergantikan sebagai 

ibu maupun jumlahnya yang hampir setengah dari penduduk Sumatera Selatan. Penduduk 

Sumsel pada tahun 2018 sebesar sekitar 8.391.500 dengan proporsi penduduk laki – laki 

sebanyak 4.257.100 atau 50,73%, sedang pertemuan sebanyak 4.134.400 atau 49,27% 

(Proyeksi Penduduk BPS). Perempuan merupakan sumber daya pembangunan yang 

potensial. Pendekatan pembangunan yang belum mempertimbangkan manfaat 

pembangunan secara adil memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan 

ketidakadilan gender. Bentuk – bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang 

dikenal dengan kesenjangan gender (gender gap) dapat menimbulkan permasalahan gender 

(Gender Issu). 

Sesuai dengan dinamika yang terjadi tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan 

daerah dipandang perlu dibentuknya suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

khusus menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki wewenang dalam mewujudkan 

kesetaraan gender di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemeintah Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus 

berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan 
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pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing 

daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara 

demokratis, transparan dan akuntabel. 

Dalam Undang – Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

disebutkan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yaitu urusan wajib dan 

urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan non 

pelayanan dasar. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masuk ke dalam 

urusan wajib non pelayanan dasar, yang artinya disetiap daerah atau provinsi/ kabupaten/ 

kota urusan ini wajib dilaksanakan baik boleh organisasi perangkat daerah tersendiri atau 

bergabung dengan urusan lain yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomr 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah. 

Kesetaraan gender sering kali disalah artikan dengan harus samanya hak ataupun 

kegiatan yang dilakukan oleh pertemuan dan laki – laki. Padahal kesetaraan gender (gender 

equity) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk 

memperoleh kesempatan dan hak – haknya sebagai manusia dalam berperan dan 

berpartisipasi di semua bidang sesuai dengan koadratnya. Sementara, keadilan gender 

(gender equality) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki – laki, 

sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada 

pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap 

perempuan. Seringkali terjadi diskriminasi gender yang merupakan kondisi tidak adil akibat 

dari sistem dan struktur sosial yang lebih banyak dialami oleh perempuan, yang membuat 

pihak perempuan membutuhkan perlindungan khusus atas hak – haknya. Selain itu, belum 

optimalnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, 

seperti keterwakilan perempuan dalam palemen, sumbangan pendapatan perempuan, dan 
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permasalahan yang disebabkan faktor lain sepeti nilai – nilai sosial upaya masyarakat yang 

belum optimalnya akses partisipasi, control, dan manfaat perempuan dalam pembangunan. 

Kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan dengan dihilangkannya diskriminasi 

antara perempuan dan laki – laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, 

kontrol, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Peningkatan 

kualitas hidup perempuan harus dilakukan di berbagai aspek, terutama di bidang 

pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik sosial dan budaya untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Peemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan yang merupakan penyelenggara urusan pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai 

program yang dijalankan yaitu Program pemberdayaan perempuan untuk peningkatan 

ekonomi Keluarga miskin, Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Program 

Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak Program Penguatan Kualitas Keluarga, Program 

Peningkatan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Pelayanan Perlindungan 

Perempuan dan Anak, Program peningkatan perlindungan khusus anak, Program 

Peningkatan Pemenuhan Hak Anak; 

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan mengenai 

otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan UU No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan 

perundang – undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi 

daerah. Otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur 

penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan kepentingan dan keperluan daerahnya 

masing – masing. Masing – masing daerah sudah diberikan kewenangan dan kewajiban 

untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, 
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pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola anggarannya secara efektif dan 

efisien dalam meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan otonomi daerah. 

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber – sumber 

sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik 

(Anggara, 2012). 

Dimock dan Dimock (1992 : 20) dalam Anggara (2012) mengemukakan bahwa 

administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui 

pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa 

administrasi negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan – persoalan yang 

ada di masyarakat (Thoha, 1984). 

Kinerja dalam pengelolaan anggaran termasuk hal penting dalam administrasi negara, 

dimana administrasi negara merupakan proses pengorganisasian sumber daya termasuk 

sumber daya anggaran yang dimiliki, agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan menjawab persoalan yang ada dimasyarakat melalui 

kebijakan dan program kerja pemerintah.  

Anggaran menjadi dasar dalam pelaksanaan program kegiatan serta keberhasilan visi 

dan misi dari suatu instansi pemerintahan, pengelolaan anggaran yang baik akan 

menghasilkan pelaksanaan program yang baik sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan. Anggaran (budget) ialah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana 

penerimaan dan pengeluaran untuk suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu (Suparmoko, 

2011). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses 
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politik, terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan 

aktivitas dalam satuan moneter. 

Menurut (Mardiasmo, 2009), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua jenis yaitu 

anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional merupakan anggaran 

yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari – hari dalam menjalankan 

pemerintahan. Sedangkan anggaran modal adalah anggaran yang menunjukkan rencana 

jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, 

perabot, dan sebagainya. 

Dalam tatanan operasional, rencana kerja dan anggaran menjadi acuan dalam 

melaksanakan program kerja, serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi tingkat 

keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program, termasuk program pembangunan 

pemberdayaan perempuan di Sumatera Sealatan.  

Pada penelitian ini pembangunan pemberdayaan perempuan diteliti melalui kinerja 

pengelolaan anggaran pada program yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anank Provinsi Sumatera Selatan. Berikut penulis lampirkan anggaran dan 

realisasi pendanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2017 – 2019. 

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan  Tahun 2017 – 2019 

Tahun 

Anggaran 
Pagu Anggaran 

Realisasi Anggran Sisa Anggaran 

Total 

2017 7.041.028.000 6.744.800.916 296.227.084 

2018 9.594.095.000 8.626.782.317 967.312.683 

2019 11.103.654.170 10.021.037.882 1.082.616.290 

Sumber : Rensra DPPPA 2019-2023 dan LKJIP 2019 
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 Dilihat dari tabel 1  yang telah penulis tampilkan diatas terdapat beberapa latar 

belakang masalah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti mengenai Analisis Kinerja 

Pengelolaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2019. 

 Pertama adalah Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa anggaran pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017, 2018 , dan 

2019 masih kurang masksimal dalam realisasi anggaran. Selain itu, terjadinya perubahan 

kepemimpinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 memungkinkan adanya 

inovasi – inovasi yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem dan pengorganisasian 

anggaran daerah untuk menigkatkan tata Kelola anggaran, agar tercapainya penggunaan 

anggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. 

 Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 

beberapa Program kegiatan. Berikut program dan realisasi anggaran di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019: 

Tabel 2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 

No Kegiatan 

Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Target 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(Rp) 

Realisasi 

(%) 

1. Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

1.452.960.000 100,00 1.373.043.276 94,50 

2. Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur  

214.248.170 100,00 208.625.040 97.38 

No Kegiatan 

Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Target 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(Rp) 

Realisasi 

(%) 
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3. Program Peningkatan 

kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

120.900.000 100,00 116.113.516 96,04 

4. Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

80.000.000 100,00 76.236.100 95.30 

5. Program Peningkatan Sistem 

Data Gender dan Anak 

35.000.000 100,00 33.154.000 94,73 

6. Program Peningkatan 

Perlindungan Perempuan 

32.200.000 100,00 31.188.000 96,86 

7. Program Peningkatan 

Perlindungan Kusus Anak  

269.660.000 100,00 256.209.000 95,01 

8. Program Peningkatan Kualitas 

Hidup Perempuan 

1.677.080.000 100,00 1.489.449.766 88,81 

9. Program Peningkatan 

Pemenuhan Hak Anak 

150.000.000 100,00 143.517.050 95,68 

10. Program Peningkatan 

Pelayanan Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

75.000.000 100,00 72.808.300 97,08 

11. Program Penguatan Kualitas 

Keluarga 

300.000.000 100,00 272.300.000 90,77 

Sumber : LKJIP DPPPA Provinsi Sumsel 2019  

Kedua, dilihat dari tabel 2, program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 ini, realisai anggaran belum 

mencapai target anggaran. Adanya sisa anggaran di  setiap kegiatan, pemerintah perlu lebih 

memperhatikan apa – apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh instansi dalam melaksanakan 

program kegiatan, agar tidak terjadi pemborosan anggaran pada instansi tersebut. Maka dari 

itu perlu diketahui kinerja penggelolaan anggaran, agar dapat diketahui bagaimana 

penggunaan anggaran pada dinas terkait dan faktor apa saja yang mempengarui penggunaan 

anggaran pada dinas terkalit. 
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Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan kinerja pengelolaan 

anggaran, yaitu yang pertama, Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Program Inovasi 

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung Periode 2015 – 

2017, hasil penelitian ini adalah pertama, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan 

analisis varian belanja periode 2015- 2017 dari 30 Kecamatan di Kota Bandung terdapat 

selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja yang bersaldo negatif, hal ini berarti 

bahwa dari 30 Kecamatan di Kota Bandung belum 100% dalam menyerap anggaran PIPPK. 

Kedua, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis keserasian belanja 

menunjukan bahwa periode 2015-2017 anggaran belanja PIPPK di Kota Bandung sebesar 

60% anggaran digunakan untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan 40% 

anggaran digunakan untuk belanja operasional seperti penguatan organisasi, pembuatan 

seragam, dan lain - lain. Ketiga, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan rasio 

efisiensi belanja periode 2015-2017 presentase efisiensi anggaran diatas 80 sampai dengan 

90% dan hal tersebut bisa dikatakan efisien dalam pennggunaan anggaran PIPPK.  

Penelitian mengenai kinerja pengelolaan anggaran selanjutnya penelitian yang 

berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2012 – 2016, hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) hasil analisis 

varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja di Dinas Kebudayaan Daerah istimewa 

Yogyakarta sudah berjalan dengan baik; (2) analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa 

dinas sudah melakukan harmonisasi belanja daerah; (3) Dinas Kebudayaan Daerah istimewa 

Yogyakarta sudah melakukan efisiensi dengan menggunakan anggaran tidak melebihi 

realisasinya. Namun, terdapat salah satu program yang tidak berjalan secara efisien dan 

untuk hasil perhitungan dari rasio efektivitas dinas terkait dinilai sudah efektif dalam 

menggunakan anggaran belanja tidak langsung. Secara keseluruhan, kinerja anggaran 

belanja Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 baik. 
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Selanjutnya, penelitian mengenai kinerja pengelolaan anggaran yang ketiga yaitu 

Kinerja Anggaran Dinas Perpustakaan kabupaten Lahat tahun 2015-2017, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja anggaran di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2015 

sampai dengan 2017 yang dilihat dari indikator analisis rasio pertumbuhan belanja dan 

analisis belanja sudah baik. Sementara jika dilihat dari indikator analisis keserasian belanja 

belum baik. Penelitian ini merekomendasikan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat harus 

meningkatkan nilai belanja operasi dan belanja langsung sehingga dapat terjadi keserasian 

diantaranya 

 Dengan adanya permasalahan yang telah dipaparan diatas, maka peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam mengenai Analisis Kinerja pengelolaan anggaran di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 - 

2019.   Hal ini dikarenakan, dengan analisis kinerja dapat mengetahui bagaimana alokasi 

anggaran belanja  yang sebenarnya sehingga dapat mengetahui apakah penyebab terjadinya 

anggaran yang selalu meningkat di setiap tahunya meskipun pada tahun sebelumnya masih 

terdapat sisa anggaran, serta penyebab penggunaan anggaran yang tidak mencapai target 

anggaran, dan dengan  diadakanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi  dari 

permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengelolaan anggaran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan  ? 

C. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan anggaran pada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

Anggaran 2017 - 2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberi sumbangsih 

pemikiran bagi ilmu administrasi publik mengenai pengelolaan keuangan daerah pada 

program/kegiatan di instansi pemerintahan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran 

dan solusi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran, dan 

penggunaan anggaran belanja agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
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